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ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan daya
saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau, serta untuk
mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu memberikan kemudahan berusaha
pada kawasan industri tembakau dengan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN
Tahun 1995 No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN
Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166,
TLN No.4916).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengusaha Pabrik di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau diberikan
kemudahan berupa perizinan berusaha, kegiatan berusaha, dan penundaan
pembayaran cukai. Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai
Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau, wajib memiliki NPPBKC
dengan mengajukan permohonan NPPBKC sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai NPPBKC dan memaparkan
proses bisnis kepada kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepala Kantor
Pelayanan bersama dengan kepala Kantor Wilayah.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan
atas barang kena cukai dan/ atau barang lainnya yang terkait dengan barang
kena cukai yang berada di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau berupa
penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, serta kewenangan
lain, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan
diundangkan pada tanggal 17 Maret 2020.



